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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum 

terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di facebook, maka penulis 

menarik kesimpulan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, 

yaitu: 

1. Risiko yang dapat diterima Konsumen terkait Pelanggaran Hukum 

oleh Pelaku Usaha dalam Bertransaksi melalui Media Facebook 

Risiko yang dapat diterima konsumen terkait pelanggaran hukum 

oleh pelaku usaha dalam bertransaksi melalui media facebook secara singkat 

yaitu: 

a. Risiko Finansial, yaitu kemungkinan kerugian keuangan. 

b. Risiko Kinerja, yaitu kemungkinan produk atau layanan tidak sesuai 

dengan yang diharapkan. 

c. Risiko Fisik, yaitu kemungkinan kerugian secara fisik. 

d. Risiko Psikologis, yaitu kemungkinan merasa tidak nyaman secara 

psikologis. 

e. Risiko Privacy, yaitu kemungkinan kerugian karena penyalahgunaan 

informasi personal oleh toko online. 

f. Risiko Security, yaitu kemungkinan kerugian karena penyalahgunaan 

informasi personal oleh pihak ketiga. 
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Berbagai risiko diatas dapat diminimalisir apabila konsumen 

memiliki kesadaran dan pengetahuan terhadap peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang perlindungan hak konsumen dalam 

transaksi jual beli online melalui media facebook serta lembaga penjamin 

hak konsumen seperti Lembaga Konsumen Yogyakarta. 

2. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Bertransaksi 

melalui Media Facebook 

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi 

melalui media facebook diatur dalam beberapa instrumen peraturan yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan 

dalam pasal 1 ayat (1) ketentuan umum tentang definisi dari pelindungan 

konsumen yaitu segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada konsumen. Jelas, butir-butir yang tertera 

dalam pasal 1 ayat (1) bisa dimaknai sebagai representasi bahwa 

pentingnya Negara berkomitmen menjamin hak-hak konsumen dalam 

bertransaksi barang dan jasa dalam dunia usaha. Kemudian, UUPK juga 

secara normatif telah mengatur mengenai hak konsumen yang didukung 

dengan pengaturan mengenai kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini 

adalah penjual online) pada Pasal 7. 

Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha 

dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 UUPK, yang berbunyi: “Pelaku 

usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 
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Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, 

huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 

2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”. Disini tertera jelas bahwa secara 

yuridis normatif, Negara telah menjamin hak-hak konsumen dalam 

melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik 

Transaksi jual beli melalui facebook, meskipun dilakukan secara online, 

berdasarkan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang sah 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan konsumen untuk 

membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan 

atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan 

persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Berdasarkan 

Pasal 1 angka 17 PP PTSE, tindakan penerimaan tersebut biasanya 

didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli 

secara online yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk 

Kontrak Elektronik. Kemudian Pasal 46 ayat (2) mengatur mengenai 

syarat sahnya kontrak elektronik dan Pasal 47 ayat (3) mengatur 

mengenai instrumen yang setidak-tidaknya terdapat dalam kontrak 

elektronik. 

PP PTSE pada Pasal 48 juga mengatur kewajiban pelaku usaha yang 

menawarkan produk melalui sistem elektronik untuk menyediakan 
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informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, 

produsen, dan produk yang ditawarkan. Pelaku usaha wajib memberikan 

kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Jika Barang 

yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, pelaku usaha wajib 

memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan 

barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat 

cacat tersembunyi. 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Apabila dalam transaksi jual beli online melalui facebook ternyata barang 

yang konsumen terima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko online 

dari pelaku usaha sebagai bentuk penawaran, konsumen juga dapat 

menggugat penjual secara perdata dengan dalih terjadinya wanpretasi 

atas transaksi jual beli yang dilakukan. 

Wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer) Pasal 1243, yang mengatur: “Penggantian biaya, kerugian dan 

bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila 

debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi 

perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya 

hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui 

waktu yang telah ditentukan”.75  

 
75 Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 

Sifat siber dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang 

baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas 

dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli. Dalam mensiasati hal 

tersebut, konsumen dapat melihat ketentuan pada Pasal 28 ayat (1) UU 

ITE berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak 

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 

kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Terhadap pelanggaran 

Pasal tersebut terdapat ketentuan ancaman pidana yakni: “Setiap Orang 

yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp 1 miliar.” 

Apabila konsumen merasa dirugikan akibat adanya permasalahan 

dalam suatu transaksi jual beli online melalui media facebook, mereka dapat 

menggunakan ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan diatas 

sebagai instrumen yang menjadi dasar perlindungan hukum. Selain itu, apabila 

konsumen masih ragu dalam mengambil langkah terkait perlindungan hukum 

dalam transaksi jual beli online melalui facebook, mereka dapat mengajukan 

pengaduan kepada lembaga penjamin hak konsumen terkait perlindungan 
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hukum seperti Lembaga Konsumen Yogyakarta yang dapat memberikan 

pandangan baru mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh 

konsumen dalam rangka penyelesaian permasalahan dalam transaksi jual beli 

online melalui media facebook. 

B. Saran 

Setelah memperhatikan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa 

saran bagi konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi jual beli online melalui 

media facebook, Lembaga Konsumen Yogyakarta selaku lembaga penjamin 

hak konsumen terkait perlindungan hukum terhadap konsumen, dan untuk 

penulisan selanjutnya, adapun beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Konsumen agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli 

online melalui facebook, mengingat antara konsumen dan pelaku usaha 

tidak saling bertatap muka dan tidak saling mengenal, maka tindak 

kecurangan dari pelaku usaha yang tidak beretikad baik akan lebih mudah 

muncul. Oleh karena itu, perlu sikap teliti serta waspada dari konsumen 

dalam melakukan kesepakatan dalam transaksi jual beli online melalui 

facebook. 

2. Bagi Pelaku Usaha agar tidak melakukan tindakan wanprestasi guna 

memperoleh keuntungan yang berlebih. Dasar dalam membuka usaha jual 

beli online adalah “kepercayaan” (trust) dari konsumen, oleh karena itu, 

pelayanan dengan kualitas yang tinggi serta itikad baik dalam melakukan 

usaha dalam jual beli online sangat dibutuhkan untuk menunjang 

keberhasilan usaha dari pelaku usaha tersebut. 
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3. Bagi Lembaga Konsumen Yogyakarta selaku lembaga penjamin hak 

konsumen terkait perlindungan hukum terhadap konsumen agar dapat 

mengupayakan peningkatan intensitas sosialisasi mengenai keberadaan 

lembaga penjamin hak konsumen terkait perlindungan hukum terhadap 

konsumen dimana berdasarkan data dari hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa masih sangat sedikit konsumen yang mengetahui keberadaan 

lembaga penjamin hak konsumen seperti LKY. 

4. Bagi penulisan selanjutnya agar dapat memberikan analisis lebih lanjut 

mengenai cara-cara agar konsumen memiliki antisipasi lebih terhadap risiko 

yang dapat terjadi dalam transaksi jual beli online melalui facebook dan 

kesadaran akan adanya lembaga penjamin hak konsumen terkait 

perlindungan hukum terhadap konsumen. 
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